WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 77 TAHUN
2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

a.

DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

bahwa sehubungan dengan Surat Gubernur Jawa Tengah
Nomor 900/0001440 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang
penyvampalan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017,
Surat Edaran Mendagri Nomor 910/106/8J tanggal 11 Januari
2107 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan
Operasional Seckolah Satuan Pendidikan Negeri Yang
Diselenggarakan oleh  Kabupaten/Kota Pada  Anggaran
Pendapatan dan Belanja, hasil konsultasi penggunaan SiLPA
DAK bidang Pendidikan serta beberapa hal urgen lainnya yang
membutuhkan pergeseran rekening belanja APBD, maka
diperlukan beberapa penyesuaian;

. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31

Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017, pendapatan daerah yang
bersumber dari bantuan keuangan, baik vang bersifat umum
maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi
atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam
APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam
APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah vyang
bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah



Mengingat

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan
alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan
terlebih  dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjuinya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Pekalongan Nomor 77 Tahun 2016 tentang  Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2017;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Batang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2017:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 77 Tahun
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:
L. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran

2017 dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerzh Rp. 204.670.634.000,00
2. Dana Perimbangan Rp. 596.294.757.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah Rp. 141.406.030.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 942.371.421.000,00



b. Belanja:
1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai Rp. 341.360.065.000,00
b) Belanja Subsidi Rp. 550.000.000,00
c) Belanja Hibah Rp. 18.866.144.000,00

d) Belanja Bantuan Sosial Rp. 8.151.500.000,00
e] Belanja Bantuan Keuangan
kepada Prov/Kab/Kota &
Pemerintahan Desa Rp. 700.000.000,00
f) Belanja Tidak Terduga Rp. 2.250.000.000,00
Rp. 371.877.709.000,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai Rp. 22.662.757.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 365.011.283.000,00
c) Belanja modal Rp. 211.548.955.000,00

Rp. 599.222.995.000,00

Jumlah Belanja Rp. 971.100.704.000,00
Susslus / (Defisit) Rp. 28.729.283.000,00

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan Rp. 38.529.283.000,00
2. Pengeluaran Rp. 9.800.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 28.729.283.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp. 0,00

. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 1A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terda pat pada :
a. Urusan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Badan
Keuangan Daerah;

Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan;

Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Bendan;

d. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada
Satuan Polisi Pamong Praja;

o

€. Urusan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan;
Urusan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
g. Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;



h. Urusan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembangan Daerah;

i. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang;

j.  Urusan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

k. Urusan Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan;

m. Urusan Fungsi Lainnya pada Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan
Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Barat dan Sekretariat DPRD;

=

Dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran Il dan
Lampiran III Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih
lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal

26 Tebruari 2017
WALIKOTA PEKALONGAN,
ACHMAD A SLAN UNAID
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